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TENTANG

BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN

BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

I. UMUM

Untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara
konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang
berpenghasilan tinggi, adanya pengendalian pola konsumsi atas
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, serta untuk mengamankan
penerimaan negara, maka atas penyerahan oleh produsen atau atas
impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan
bermotor, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenai
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selanjutnya, untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang
hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di
bidang transportasi, serta mendukung upaya peningkatan kapasitas
produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri, Pemerintah juga
perlu memberikan kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
berupa penetapan Dasar Pengenaan Pajak pada kelompok Barang
Kena Pajak tertentu.
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